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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IX KEBUMEN
' NOMOR: 03 TAHUN 1976
. TENTANG
RETRIBUSI POTONG TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA ,
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN,

feninb~nge bahwa dipandang perlu untuk rieninjau dan rnenetapkan kembali Porature
an Dacrah Kabupaten Kebunen tentang Pemotongan Ternak karcna sudah
tidak sesuai ‘Lagi dengan kcadaan,

Iengingat:l.Uhdang—Undang Noe5 Tahun 1974 tentan,; Pokok~-Pokok Ponerintahan  di
Dacrahj ‘ _ b, '
2eUndang~Undang No,13 Tahun 1950 tentang Penmbentukan Dacrah Kabupaten
dalan lingkungan Propinsi Jawa-Tengah JoePeraturan Pemerintah No,32
Tahunr 19503 _ ' :
3eUndang-Undang Noe,12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Unmun Retribusi
Daerah, :

lengan persctujuan Dewan Porwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II
eburnen, , -

MEMUTUSKAN :

cnctapkant PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN TENTANG "RETRI
BUST POTONG TERNAK ',- ‘

BAB. I.
KETEBTUAN UMUM,

Pasal 1,

alam Peraturan Dacrah ini yang dinaksud dengane

+Bupati Kepala Dacrah Bupati Kepala Dacrah Tingkat IT Kebunens

oJ apgal lalah orang yang nencari natikah dengan jalan nendiri. -
Lkan suatu perusahaan pemotcngan tornak dan atauw sesua~

tu tenpat pernjuzalan daging; ’ o

Jalah kuda, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan babi

piaraans , .

T ernak

» Tenpat penotongan
ternak

”"”

ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan
Jang dikuasai oleh Pericrinteh Kabupaten Daerah Tingkat
IT Kebumen untuk nmemotong ternak; . L S
Tenpat pemotongan

ternak~swasta ! ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan
yang tidak dikuasail Pemerintah Kabupaten Dacrah Ting -
kat IT Kebunen untuk nemo%ong ternak; v o

Daging ¢ ialah’senua bagian dari ternak yang dipotong kecualil

kulit, tanduk dan kukune -

lalah nengerjakan,nenperdagangkan, renawarkan,nenyerah
kan,nembagi-bagikan atau nenyediakan daging untuk diju
als : 3 . , ‘

Menjual daging

.y

Tempat penjualan ' . S
daging ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan~bangunarn

untuk nenjual daginge v .
' ?asal e

raturan Daerah ini tidak berlaku untuk ponjualan daging yang diporo}eh'dongan
ra dilcringkan, pcnekaian rempah-rempah, dipanggang, dimasak atau ditaruh da
n tompat-tenpat yang tertutup rapat, dengan maksud supaya daging itu nenjadi
han lana, :

(1]

Pasal 3,

) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal sebclun rendepat ijin dari Bupati Kepa
la Dacrah, : '
ettt et

) Untuk mendapatkan ijin terscbut ayat (1) pasal ini yang bersangkutan nenga=
Jukan surat permohonan kepdda Bupati Kepala Dagrahe

Pasal L4,

) Pernohonan ijin menjadi jagal ditolak apabila ijin yang

cabut, dan atau olch kraena alasan- | yan aptans 0.1

an gdan kepentingan unun. _ -
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(2) Terhadap keputusan terscbut pada ayat-(l)‘pasal ini dalan walttu satu bu]E%E
dapat ncirintakan banding Kepada Gubermur Kepala Daerah Tingka awa Tong

[
-

Pasal 5,

Tjin tersebut pada pasal 3 Peraturan Dacrah ini tidak bolch,dilimpahkan kcpada
orang; lain, B . i - ~

BAB.II, :
TEMPAT PEMOTONGAN TERNAK-UMUM
DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN

Pasal 6,

Bupati Kopala Dacrah dengan persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Dacrah nenunjuk
tempat—tompat pomoton@an-tcrnak-umum.y

, Pasal 7,
(1) Bupati Kepala Dacerah "dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah mene
’ tapkan suatu lin(;kungan—pcmotongarﬁ—tnrmak-uﬂum bagl tiap-tiap tonmpat penoto
ngan-ternak-unun teorsebut pasal 6 Pcraturan Dacrah ini, yang berjari-jari
lina kiloncter dgnﬂanAtgnnatApguotqnﬂan-tornak-umum sghagai titik pusate

(2) Penetapan lingkungan-penotonsan-ternak-—urmumn torscbut ayat (1) pasal ind, ha
rus dengan nenycbutkan neana desa~desa dan kecanatannya, B

(3) Fenpgurusan tempat—pemotongan-ternak-umum discrahkan kepada Juru-Periksa=Da~

Ging yang diannkat olcoh Bupati Kepala Dacrah atas usul Kcpala Dinas yang
bersangkutan, v '

(4) Untuk nenbantu Juru-Periksa-Daging dan atau mewakilinya apabila ia berhala-—
ngan, Bupati Kepala Dacrah atas usul Kepala Dinas yang borsangkutan  dapak
nengangkat sceorang atau Leberapa orang Pemhnntu‘Ju?u-Periksa~Daging. v

(5) Kepala Dinas yang borsangkutan densan persctujuan Bupati Kcpala Daerah nenec
tapkan tentan: tata-cara pengurusan dan penakaian tompat-penotongsan~ternak—
unum, ./

(60 Bupati Kepala Dacrah dan atau Kepala Dinas yang bersangkutan nengawasi ke -
tentuan~ketentuan yang dinaksud ayat (5) pasal ini, demikian jusa halaman -
halaman<dqn bangsunan-bangunan pada tumpat-ponotongan~ternak-umum. v

Pasal 8,

(1) Didalam suatu lingkunganrtempat-pcnotqngan—tornak-unum, dilarang menotong
. ternak sclain ditenpat-penotonan-ternak-urun yani bersangkutane , o

(2) Dikecualikan dari kotentuan larangan tersebut pada ggat (1) pasal ini,ada -
lah pemotongan ternak yang dineaksud dalan pasal 23 dan 24 Peraturan Dacrah
ini,

Pasal 9.

Yidalan tiap-tiap 1inxkunnan~pemoton@an—tcrmak-umum dan diluar tiap-tiap lingku
Lgam—pomotonganptcrnak—umum, dilarang lenasukkan,nenganskut atau mempunyai per-
sediaan daging yang belum/tidak bercap seperti dinaksud dalan pasal 22 ayat (3)
‘eraturan Dacrah ini, kccuali daging yanr dalan waktu duapulmh enmpat jam yang

alu telah dipceriksa ditenpat lain olch pcjabat yang ditunjuk olch Bupati Kepa=—
a Dacrah untuk keperluan 1tue s~ -

BAB.III,
KANDANG PADA TEMPAT-TEMPAT PEMOTONGAN~TERNAK ,

Pasal- 10,

ada tenpat-penotongan-ternak-unun disediakan kandang untuk nengandangkan  ter-
ak yan; akan dipotong. :
' BAB.IV,
PEMERIKSAAN TERNAK YANG AKAN DIPOTONG.

Pasallll.

1) Dilarang nenotong ternak sebelum diperiksa dan nendapat ijin daris
a.Juru-Periksa—Daging, untuk periotongan dalan suatuw 1ingkungan—pem0toncan-
ternak-urun; :
bePetugas Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Dacrah atas u -
sul Kepaka Dinas yan; bersangkutan diluar Iingkungan
penotonsan-ternak-unun, o -

2) Dikeccualikan dari ketontuan larangan terscbut ayat (1) pasal ini adalah hal
yang dinaksud dalan pasal 23 Peraturan Dacrah ini. v

5Y-Pemeriksaan'ternak yang diperlukan untuk penberian ijin dimaksud pada ayat
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(1) pas&i ini baru bolch dilaksanakan: o E%%

as0lch J&ru-Periksa—Daging/Petugas Dinas Peternakan setelah yang befsangkUt
ail nelunasi pajalk-potong-ternak; ‘ _ ' ’
beOlch Petusas Dinas Peternakan apablla yang akan dipotong itu lombulkerban
betlna setelah tornyata bahwa lembu/kerbauw itu sudah tidak berfaedah lagi
. bagl penbiakan, < '

) . HET !

4) Apabila sctelah diperiksa sebagal yang dinakeud dalan ayat (3) pamal ini,

Uornak yang bersangkutan ternyata bailk, Juru-Periksa~Daging/Petugas Dinas
Peternakan menbubuhkan cap/tands baik pada salah satu tanduk ternak tersc -
but atau jika tcrnak itu tidak bertanduk pada salah satu kuku,

'Pasal 12.
1) Apabila nenurut pondapat Juru-Periksa-Baging/Petu@as Dinas Petornakan yang

telah nelakaukan pencriksaan schagal dinaksud dalam pasal 11 Peraturan Dao-
rah ini, bahwa ternak yang diperiksa:itu ternyata atau diduga nenderita pe
nyakit hewan yang mcnular;mcnurutvkotontuan~ketentuan.hukum, ia berkewajibe
an scketika itu jupa untuik nelaporkan hal itu keopada Bupati Kepala Dacrah

dengan perantaraan Kepala Dinas yang bersangkutan,

2) Penberian ijin untuk memo%ong ternak ‘harus ditwnda,\apabila ternak itu sa
kit atau diduga sakit schbagal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,

3) Pemberian 1jin untuk mncmotong ternak harus ditunda, apabila ternak itw -da
.~ lan keadaan sangat payah, 't '

/ . Pasal 13,

L) Ternak, yan; sudah nendapat ijin untuk dipotong dari.éuru-Pcriksa-Da@ing e
tugas Dinas Pcternakan harus dipootons dalam walktu duapuluh cmpat jam sejak
selesal diperiksae

2) Apabila ternak yang terscbut pada ayat (1) pasal ind tidak dipotons dalam
waktu yan; ditentukan ituw, pemotongan baru holch dilakuakan setelah diada -
kan peneriksaan ulapgan terhadap ternak yang Lersangkutan, .

) BAB.V,
SAAT DAN CARA MEMOTONG TERNAK SERTA PENJUALAN DAGENG.

Pasal 1llhe

motongan ternak hanya b>J.ch dikofjakan antara pukul 05,00 dan 16,00 kecuall
\lam hal yang terscbut pada pasal 23 Peraturan Daerah’ind,

Pasal 15,
.) Cara nemotong ternak adalah dengan rieriotony; lehernya,

2) Penyelesaian selanjutnya baru boleh dilaksanakan setelah tcrnak itu betul -
betul nati; v

Pasal 16. ‘
.) Scrmua orang yang rengerjakan perotongan yermak dan penjualan daging diharus

kan berpakaian yang bersihe

) Orang~orang yang nenderita sakit nenular, luka~luka bornanah, sakit kulit a
tau penyakit kain yang sejenis dengen itu, tidak diperkenankan nenjalankan
pckerjaan terscbut pada ayat (1) pasal inie : -

Pasal 17,

mpat pemotongan ternak harus memenuhi sarat-sarat serta diperlengkapi dengans
lantai yeng betul-betul rapat, hingza air tidak dapat mercithesy '
perscdiaan air yang cukup untuk membersihkan kotoran-kotorans ,
.8aluran=-saluran untuk nenbuang kotoran-kotoran yans harus dibuat dari pasang-
an batua : .

kaitekait untuk nenggantung:-daging yang harus dibuat dari logam pengkilatgi~
kefipat/ruansan untuk nenyimpan daging yang tidak dapat dinasuki lalat,

Pasal 18 .

mpateponjualanedaging harus dilengkapi dengans :
‘tempat~tenpat penyinpanan yang berhawa baik/bersih dan khusus dipergunakan um
tuk menyinpan dagings ’ : _
neja-neja untuk molc%akkan daging yang harus berlapls seng atau bahan yans se
Jjenls yang tidak tembus zat-cair dan tidak berkarat serta nudah dilbersihkans
kaitekait untuk mengpantung deging yang harus dibuat dari logan yang nmengki =

VO

late. ’ :
Pasal 19, y
mgangkutan daging harus dilakukam'denﬁan.mempergunakan kendaraan~kendaraan
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yanr baglen dalamnya dilapisi sens atau denan peti-peti yang tertutup rape

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7).

(&)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

.Pasal 20,

Tenpat-tenpat penotongan ternalk, tonpat-tenpat penjualan daging dan semua.
alat-alat yanp dlpergunakan pada waktu nenotong ternak dan nenjual daging,
harus sclalu botsih, : : '

Sclana rienjual daging, harus diusahakan agar daging jangan sampail terkenas:
sinar natahari sccara langsung, air hujan, debu, serangra atau Pengarus~pe
ngaruh lain yang dapat nenrakibatkan nutu dasing berkurans,

Dilarang nonoreikkan air pada daging, nelaplsinya denpan lemak atau berbu~
at sesuatu yans; dapat nerubah keadaan daging,

Pasal 21,

Daging yan; terngata rusak/busuk dan yang Lila dinakan ofans akan renggang

fu kesehatan, harus disita dan dimusnahkand

Wowenans untuk melaksanalan ketentuan ayat (1) pasal ini, discrahkan kepé—
da penjabat—penjahat yans: disebut dalan pasal 29 Peraturan Dascrah ini, -

Untuk daring yang disita dan dinusnahkan sebagal tersebut dalan ayat (1)
pasal inil, yang berkepentingan tidak dapat rieninta santi-rugi., ’

BAB, VT, A
MEMBUBUHKAN CAP/TANDA PADA DAGING DIDALAM/
DILUAR LINGKUNGAN-PEMOTON GAN~TERNAK ~UMUM,

Pasal 224

Sctelah ternak selcsai dipotong, daging dan bagian-bagian lain harus dipec-
riksa,

Juru-Periksa-Dagin@/Petugas Dinas Peternakan berhak nongiris daging dan bag
clan~bagian lain dari ternak yang dipotons, ’ :

O

Bagian~basian ternak yan;; dipotong setelah diperiksa dan ternyata baiky 0
lch JUru-Periksa~Dacin5/Pctugas Dinas Peternakan dibubuhi cap/tanda;

Bantulkt cap/tanda dan warna tinta cap yanr tidak nenganduns; racun, ditetap-
kan olch Bupati Kepala Dacrah atas usul Kepala Dinas yan, - bersanckutan,

basian~basian ternal yan:» dipotong ternyata tidak baik dan diduga akan neng
fangeu kesehatan bila orang neriakannyay harus iicnusnahkan; kepada penilik
tidak diberi kerugian,

Apabila daging dapat dinyatakam bailk setelah nengalani pehgolahan, Juru=Pc
riksa~Dasing/Petusas Dinas Potornakan nemiberilkan petunjuk-potunjuk cara pe
ngolahannya,

Setelah dapging tersebut dalan ayat (6) pasal ini diolah scsuai dengan pec -
tun juk~petunjuk yan: telah diberikan, Juru-Pcriksa—Da@ing/Petugas Dinas Pe
ternakan seclanjutnya membubuhkan cap/tanda seperti terscbut pada ayat (4)
pasal ini, A

Dilarang nenjual daging yang tidak dibubuhi cap/tanda sebagail dinaksud da-
lan ayat (4) pasal ini,

Pasal 23,

Didalam kcadaan luar biasa, misalnya karena ternak Yang akan dipotong itu
putus tulangnya,luka parah atau nenderita sakit yang nengkhawatirkan, dalam
suatu lingkunganppomotongan-ternak-umug, dapat diberi ijin memotons ternak
luar tompat—pomoton@an—ternak-umum.

Dalan hal terscbut ayat (1) pasal ini, pemilik ternak dinaksud harus sege-
ra nenghubungi Juru-Periksa-Daging dan menyatakan kehendaknya untuk mnecrio -
tong ternak diluar tempat-pomotongan—ternak~umum; Juru-Periksa~Daging se -
lanjutnya scgera. nenuju ketemapt termak yang akan dipotong.

Sodapat—dapatnya, kedatangan Juru-Poriksa~Daging itu ditunpggu, scbelum ter
nak itu dipotong,

Pasal 24,

Apabila suatu upacara keagamaan harus disclengparakan bersanaan donpan pe=
ndvtonsan ternak yang nenurut ketentuan dalan Peraturan Dacrah ini harug di
lakukan ditompat~pomotongan-ternak-umum, Bupati Kepala Dacrah atas perrin-
taan yang berkcpontinﬁan, berhak nenberi ijin pernotongan ternak qiluar teon
pat-pomotonﬁan-ternak~umum.

Dalan hal terscbut pada ayat (1) pasal ini ternak yang ékan dipotong,terle
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bih dahulu harus dipcriksa~Juru-Periksa—Daging dan sctelah ternak dipotqj-
daging nya harus diperiksae '

 BABLVII, .
VEMPLD PENYIMRANAN, DLGING

Pasal 25,

Ditcnpat-tempat perioton:an-ternak-urun harus diadakan tcnpat-tempat/ruangan

ruansan penyinpanan daging, '

Dilarans nembawa daging keluar dari-tcmpat—pemotonﬁan-ternak~umum,scbelum .
batas waktu yanr ditetapkan tlch Bupati Kepala Dacrah atas “usul Kepala D
nas yang hLorsangkutan untuk nenyimpan daging didalam tenpat penyinmpanan de
Sing itu Lerakhir, ) o

Laranpan ini tidak berlaku bagi sejumlah daglng yang diperlukan oleh jagal~
jagal untuk scpera dijual dan bagl isi perut ternak yang dipotonge

BAB,VIIT,
"TARIP-TARTIP,

Pasal 26.

Untuk peneriksaan ternalk yang akan dipotong,peneriksaan daging,penakaian

tempat-pomotOnman—ternak;umum, penakaian tenpat penyinpanan dacing dan- kan

dang-kandang, Ai kenakan peribayaran sebesars o

A5fpe 400, ~~ (chipatratus rupiah); untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tungral
: (kuda), sapi, kerbauj

Defbe 600y—— (enanratus rupiah) ; untuk tiap-tiap ekor babi;

Celpe100,~~ (scratus rupiah) ¢ untuk tiap-tiap ckor kambing, biri-biri.

Untuk pcueriksaan ternak yang akan dipotong dan peneriksaan dasing dalan su
atu lingskungan-tenpat-penotonsan-ternak-unum diluar tempat-pemotongan~ter -
nak-urun dalan hal-hal yang disebut dalan pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 a-
vyat (2) Peraturan Dacrah ini, disanping biaya terscbut dalan ayat (I) pasal
inl, dikenakan pembayaran tambahan scbosars ‘ _
Aefpel50,-~(seratus limapuluh rupiah)s untuk tiap-tiap ckor ternak berkuku
- tunzcal (kuda), sapi, kerbau dan babij ' :
Defpa50,~= (limapuluh rupiah): untuk tiap-tiap ckor kanbing, biri-birij
Cefpel5,-~ (limabelas rupiah)s untuk tiap-tiap kilonmcter schbasal pengpanti w
ang~jalan Juru-Periksa-Daging, sckurang-kuran;nya Rel50,-=(scra -
tus limapuluh rupiah); ' -

Untuk pemcriksaan ternak yan(; aken dipoton; dan poncriksaan daging diluar

linckunzan-penoton san-ternak-urun dikcnakan penlayaran sebesars

Aelpe 500 y== (Linaratus ruviah): untmlk tiap~-tiap ckor ternak berkuku,tunggal
’ (kuda), sapi, kerbaug

Dafe700,-= (tujuhratus rupiah): untuk tiap~tiap okor habiy , il %4

= -3
CeRpel25,~~ (scratus duapuluh lina rupiah) tuntuk tiap-tiap ekor kambin.,biri
biri;

defpeldy=~ (limabelas rupiah): untuk tiap-tiap kiloncter sclagail pengpanti
uang=jalan Petusas Dinas Peternakan, sckurang-kurangnya Rel50y-—
(scratus linapuluh rupiah), . .

Untuk penmeriksaan ulangan seperti dinaksud dalan pasal 13 ayat (2) Pergtgr-
an Dacrah ini, dikcnakan’ pernbayaran scbesar 50% (limapuluh prosen)'dar% “ta
ripstarip dalan ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) huruf a, b dan e
dan 100% (seratus proseng.dari tarip~tarip dalan ayat (2) huruf e¢ dan ayat
(3) huruf d pasal ini. : ,
BAB,IX,.
KLTENTUAN PIDANA.

Pasal 27, , v
barangsiapa melanggar ketentuansketentuan larangan dan tidak mqntaati kewa-
jiban-kewajiban' tersebut dalam pasal-pasal 3 ayat (1), 8 ayat (2), 9, 11 a-
yat (1), 16, 17, 18, 19, 20, 22 ayat (8) dan 25 ayat (2), dihukum dengan hu
kuman kurungan selama~lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya. RelQ
0004=- (sepuluh ribu rupiah). '

Benda~benda yang menjadi bukti terhadap pelanggaran tersebut pada pasal 9
dan pasal 22 ayat (8), dapat disita,

Pasal 28,

i ‘ : ' ‘ an turan
Apabila ketentuan~ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan~pera
seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini, tidak atau :;rﬁng
ditaati oleh Jagal, maka ijin untuk menjadi Jagal dapat dicabut oleh Bupa e~
pala Daerah baik untuk selama-lamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

4o
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Pagal 29, , . iEI :

(1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan terhadap pelanggaran ke-
tentuan~ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala
Dinas Peternakan, Kepale Inspeksi Keuangan dan Perbetidaharaan serta Kepala

Pasar Kabipaten -Dacran ngka Kebumern, ‘

- -~

(2) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak memasuki tempat-
./ tempat diluar tempat-tempat pemotongan-ternak-umum, yang terdapat pemotong
/ an ternak dan/atau penjualan daginge

e

BAB. X,
KETENTUAN PENUTUP,

Pasal 30

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang "RETRIBUSI POTONG TER
NAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN " dan mulai berlaku pada hari perta
ma: sesudah hari pengundangannya. g

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini,  tidak berlaku lagli Peratu
ran Daerah Kabupaten Eebunén tamggal 22 Soptenber 1953 tentang "Penotongan
Ternak',diundangkan dalan Lernbaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember
1953 (Tambahan Seri C mo.24) scbagaimana telah diubah yang terakhir dengan
Peraturan Daerah tanggal 26 Pebruari 1969 dimua®: dalam Lembaran Daerah -dawe
Tekgah Seri C Tahun 1970 No. 21, - ' o

. _ ‘ Kebumeh, 19 Juni 1976
DEWAN PERWAKIT.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN,
KETUA, ' . L
ReSOEMADJT PARTOATMODJO. , R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tgle.22-9-1976 No,
Huk. 39/P/1976. -
DL undangkan tgl.ll Oktober 1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kab.Kebumem Ta-

hun 1976 Seri B No.5,.

. e e ew em e e ew me e e
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Daging ternak termasuk juga scbagai salah satu makanan manusiajkarc
na itu perlu diadakan usaha-usaha agar daging yang dimakan manusia itu tidak
akan mengganggu kesehatan baik jasmand naupun rokhanie

Kelangsungan pembiakan ternek (keturunan) perlu juga diperhatikan agar
jumlah ternak dilkelak kciudinn hari tidak akan habis,maka kerbau/sapi betina
yang menurut pemneriksaan masih berfaedah bagi pembiakan tidak diijinkan un
tuk dipotong.

‘ Sgbagal usaha pencegahan agar daging yan; dimnkan tidak rienggenggu kese-
hatan nanusia diaturlah ketentuan-kctentuan bahwa ternak yang akan dipatong
terlebih dahulu harus diperiksakan pada petugas yang ditunjuke .

Walaupun scekor ternak yang akan dipotong itu telah diperiksagnamun da
#ingnyapun masih harus diperiksa lagiy,kalau-kalau daging ini ternyata atau
diduga akan nenggangsu kesehatan apabila dinakan.

Tenpat penjualan daging,cata mengangkutnya dan scgala scsuatu yang.ber -
sangkutan dengan penjualan daging, diatur sedemikian rupa schingga daging
yang dijual itu tidak akan rusali yang dapat nenggangsu kesehatan manusiae

TI/ PASAL DEMI PASAL, - _ ,

Pasal 1 s/d 14 2 cukup jelas} , :

Pasal 15 ayat (1) Khusus untuk cara ncrnotong ternak babi dengan menusuk pem
. buluh "darah besar lchers 4

Pasal 16 s/d 28 : cukup jelas; , ‘ ‘

" Pasal 29 ayat (1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan terha-

dap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah

inijKepala Dinas Peternakam/Kepala Inspeksi Keuangan dan

Perbendaharaan dapat menugaskan kepada penjabat-penjabat

didalam lingkungan Dinas masing-masing menurut ketentuan

yang berlakuw bagi Dinas yany bersangkutan, '

Pasal 29 ayat (2)
s/d 30 ¢ cukup jelaso
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